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Mengingat

PROVITSI 8T'IAUIESI TEITGAII

PERATT'RAN DATRAII KABT'PATEN BUOL
IYOMOR 4 TAIII'il 2OL4

TEITTAITG
PEITGH{)I"AATT PERSAUPAIIAI{

DEITCAIT RAIIUAT TI'ITAN YAI{G MAIIA ESA
BI'PATI BUOL,

a. batrwa pengelolaarr persampahan merupakan bagian
intcgral dari pengelolaan kebersihan kota Buol;

b. batrwa berdasarkan undang-undang Nomor lg rahun 2oog
tentang Pengelolaa' sampah, pemerintah Daerah
mempunyai kewena'ga' dalam pengelolaan sampah di
wilayahnya baik merarui penetapan kebijakan,
pembentukan produk hukum maupun tindakan
implementatif;

c. bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan pertambahan
penduduk, produksi sampah diwilayah kota semakin
meningkat sehingga memerlukan pengelolaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam humf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Perahrran Daeratr tentang pengelolaan persampahan 

;1' Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
undang-undarrg Nomor s l ?ahun 1999 tentang
Pembenhrka' ,I(abupaten Buol, Kabupaten Morowari dan
Kabupaten Ba'ggai Kepulaua' (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ggoo). Sebagaimana
telatr diubatr dengan undarrg-undang Nomor 1 I Tahun
2000 tenta'g Pembahan Atas Undang-Undang Nomor s l
Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
78' Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e66);
undang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan rrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubatr terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun
2oo8 tenta'g Perubatran Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor
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59, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia
Nomor a8a4l;
Undang-UnpeS Nomor 18 Tahun 2OOg tentang
Pengelolaart sampah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8S1);
Peraturan Pemerintatr Nomor 8r rahun 2or2 tentang
Pengelolaan sampah Rumatr Tangga dan sampah sejenis
Sampah Rumah Ta'gga. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S3aTl;

6- Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman pengelolaan Sampah;

Dcngen FcnohrJurn Benama
t;

DtwAIt PERWAI|ILAT' RAI(YAI DATRAII KABITPATEN BUoL

j .lan
i:

m,uurusner:
MENCTAPKATT : PERATIURAIT ' DAERAII TEIVTANG

M
PENGEI.OL/TAN

BAB I
rqtTFrItTuAIv tru!*

Pasat 1
Dalnm Perattrran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bqpati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelengara pemerintatran daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan

Linglungan Hidup Kabupaterl Buol yang bertanggung jawab dibidang
persanpanan

5. Badan adal,atr suatu benhrk usatra yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan usaha Milik
Negara/Daeratr. Dengan narrla, dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma
Kongsi, Koperasi, Yayasan afau,organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun,
benhrk usatra tetap serta badarr usatra lainnya.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai_ Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
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7. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari
rumah tempat tinggal, perkintoran, rumah penginapan, hotel, rumah
makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri' termasuk
puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangan pohon dar; besi-besr

tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.

Timbulan sampah adatah volume sampah atau berat sam;rirh yanrg

dihasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu.
Pengelolan persampahan adalah bentuk kegatan penangana-r) bampzrh

mulai dari sumber/ timbulnya sampah sampai pada sampah t€rsebut

musnah (habis), termasuk kegiatan ikut€rr lainnya seperd reduce

(pcngurangan voh:me/jumlahnya) reuse (penggunaan kembali) dan rerycle

(daur ulang atau merubah wujud dan benh-rknya untuk pemanfaatern

lainnya).
10. Produsen adalair pelaku usaha yang memproduksi bararrg yang

mengguneknn kemasan, mefrdistribusikan barang yang menggunakan

kemasan dan/atau menjual barang dengan menggunakan wircra}r yalrg

tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Induetri adalatr kegiatan ekonomi yang mengolah bahan menta.lr, bahetn

baku, bahan setengah jadiratau barang jadi menjadi barang yang nilainya
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun
dan perekayasaan industri.

12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun
meliputi segala bagian ijalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

13. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat dipinggir antara batas
jalan dengan parit.

14. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau
pepoltonan tanpa ada bangunan diatasnya.

15. Taman adalah lahan dan jalur hiiau yang dipergunakan dan diolah untuk
pertamanan.

16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

tekrik yang berada pa.da kendaraan itu.
17, Tempat Penampungan Salrrpah Sementara selanjutnya disingkat TPS

adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada

lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau

oleh kendaraan penganglut sampah dengan bentuk dan dimensi yang

dapa.t menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum

diangkut ke TPA.

18, Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST,

adalah temPat aUlsanatannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran

ulang, pemilahan,pengumpr:lan, pengolahan, dan perrosesan akhir

sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah

sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yanli dikelola

sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagr

keperluan kegiratan pemusnatran sampah'
20. Gerobat< sampatr adalah gerobak yang diperuntukan dalam menunjang

kegiatan pcmindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS'

9.



,(2) Sampah rumah tangga sebagijmana dimaksud pada ayat (t) huruf a:r berasal dari kegiatan sehari-hari daram rumah tangga, tidak terrnasuk tinj adan sanpah spesifik.

,i

BAB II
RUAITG LIIYCKT'P

Ps88l 2
(1) sampah ya'g dikerola berdasarkan peratural Daerah ini terdiri atas:

a. se-rF.h nrmah tangga; dan
b. sampah scjenis sampah rumbh tangga.

EAA ru
AAAS DAIT TUJUAIT

l"ig"-bt"r sampah ais"r"rrgg"h.r*oHl"l"*or' asas ransgung jawab, asasberkelanjutanr B.&s manfaat, .asas keadilan, asas kesadareLn, asaskebersamaan, asas lteselamatan, 
"o" k"*urr, dan asas nilai ekonomi.

Psssl 4

.BAB IV
PEI{GEI.OI"ANT SAUPAII

Bagtaa Keratu
Poroncangrn

Paral 5
(1) Pemerintah daerah menJmsun rencana pengurangan dan penanganan

sanpah yang dituangkan dalam rencana strategis dal rencana kerj a

tahunan.

(3) sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, l<awasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.(4) sampatr yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu.uf a danhurufb hanrs dapat dikurangi dengan konsep 3R yaitu :a. Pembatasan timbulan sa,npah;
b. Pendauran ulang ss'"p"h; dan
c. Pemanfaatan keabali sanpah.

s Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatka' kesehatan masyarakatY' dan kualitas lingrrungan serta menjadikan sampah sebagai sumber dava.

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana urmaksud

pada ayat (1) sehrang-kuran-pya memuat:

a. target Pengurangan samPah;

b. taryet penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan

sampah mulai dari sumber gmpah sampai dengan TPA;

c. polL pengembangan kerjasama daerah, kemitraan' dan partisipasi

masyarakat;



kebutuhan penyedieen pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah

daerah dan masyarakat; dan
rencana pengembarigan dan pemanfaatan teknologi vang ramah

lingkungan dalam rnemenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur

ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagi.! Kcdua
Pelats&laan

Pesal 6
(1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilal<ukan

dengan cara :

a. pembatasan timbulan sampah,
b. pendauran ulang sampah; dan/ atau
c. pemaniaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kegiatan:
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatal bahan

produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan

dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur
ulang, dan guna ul,ang sampah.

Passl 7
Pemerintah daerah dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga, dilakukan dengan cara:
a. pemilahan;
b. pcngumpulan;
c. pengangkutan;
d. pcngolahan; dan
e. perulosesas akhir sampah

Pa$l 8
(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam

bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/
atau sifat sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan dengan

menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap

rumah tangga, kawasgn permukiman, kawasan komersial, kawasaN

industri, kawasan khusus, fasilitas urnum, fasilitas sosial, dan fasilitas

lainnya.

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 huruf b dilakukan sejak

pemindahan sampah dari tgmpat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai

ke TPA dengan tetap meqia.min terpisahnya sampah sesuai ciengan jenis

sanpah.
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Pasat fO(1) Penganghrtan sebagaimana rtimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan
a' sampah rumah tangga ke Tps/TpST menjagi *gg,.ng jawab rembagapengelola sampah yang dibentuk oleh kelurahan atau RT/R';b' sampah dari TpsTrest ke TpA, menjadi tanggung jawab pemerintahdaeratr;
c' sampah kawasan permukiman, kawasan komersiar, kawas:rn industri,da' kawasan khusus, dari sumber sampah sampai kc Tps/Tpsrdan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengetora kawasan; dand' sampatr dari fasilitas umum, Iiasilitas sosiJ, dan fasilitas lainnya dari

sumber sampah dan/atau dari Tps/Tpsr sampai ke TpA, menjadi
tanggung jawab pemerintatr daerah.

Pelahsanaan pengarrglnrtan sampatr sebagaimana dimaksud p;rda ayat (1)
tetap menjamin terpisahnya sanpah sesuai dengan jenis sampah.
Alat penga$ghrtan sampah hants memenuhi persyaratan keannanan,
kesehatan linglungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 11
(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan

dengan mengubah karalrteristik, komposisi, dan jumlah sampall yang
rtilaksanakan di TPS /TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagai'nana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan
kemajuan teknologi yang ramatr lingkungan.

Pesal 12

Pemrosesan akhir sanpah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 huruf e

dilakgkan dalam benhrk pengembalian sampah danlatau residu hasil

pengolahan sebelumnya. kemedia lingkungan secara arnan.

Pasal 13
(1) Pemerintatr daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan

kebutuhan.
(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus

memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan

ranatr lingtrungan sesuai ketentrran peraturan perundang-und angan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dap TPA sebagaimana dimaksud pada avat (l) harus

sesuai dengan rencana tata mang wilayah daerah'

Pesal 14

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyed'iakan

TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri'

dan kawasan khusus. 
i

Penyediaan TPS/TPSr Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan

ramah ling!ilngan sesuai ketenhral peraturan perundang-und ern gan'

Penyediaan TPS/TPST se\agaimana dimaksud pada ayat (1) trarus sesuai

derrgan nencana tata ruang kawasan

(3)

(4)

(21

(3)



I Pasal rs
TpS sebagainana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 da.pat diubah

menjadi TPgf dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bnglan Ketlga
Lembqgq PelNgelol,a

Pssat 16

Pemerintah daerah dalam melalnrkan pengurangan dan penangeriran sanrpah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga

pengelola sampah.

Pasel 17
Pemerintafr daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelc-rla sampah

sebegaimana .limaksud dalam Pasal 16 di desa/ kelurahan, kecematan,

kawasal komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

fasilitas lainnya; sesuai dengan kebutuhan.

Passl lE
(1) Ircmbaga pengelola sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada

tingkat rukun tetangga (RT) pada desa/ kelurahan mempunyai tugas:
a. mernfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-

masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sarnpah rumah
tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di marsing-masing
rumah tangga.

(2) trmbaga pengelola sampah sebagaimana dimaksuct dr"ilam Pris;ai 17 pada
tingkat rukrrn warga (R!V} pada desa/ kelumahan mempunyar rugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun

tetangga; dan
b. mengusulkan kebuhrhan tempat penampungan sementara ke kepala

desa/ltrrah.
(3) Iembaga pengelola'sampah,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada

tingkat desa/ kelurahan mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
b. mengawasi terselenggararrya tertib pengelolaan sampah mulai dari

tingkat rukun tetangga sampai rulnrn warga; dan
c. mengusulkan kebuhrhan tempat penanpungan sernentara dan tempat

pengolatran sarnpah terpadu ke camat.
(a) Iembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada

tingkat kecarnatan nerrpurryai tugas:
a. mengkoordinasikan , le,mbaga pengelolaan sampah tingkat

kelurahan; dan 
,

b. mengawasi terselgnggaranya tertib pengelolaan sampatr mulai <iari

tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawersan.

':o.. \l .
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Pasel 19

kmbaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 17

kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, lasilitas sosial,

fasilitas lainnya mempunyai tugas:

pada
dan

a.
b.
c.

menyediakan tempat sampah rumah ta-ngga di masing-masing hawasal;

menganglut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau kt TPA; ctan

menjamin terwqjudnya tertib pemilahan sampah.

BAB V
HAI( DAN I{EWA'IBAN

Bsgi$ Kes.tu
Hrt

Pesel 20
Setiap orang/ badan berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secal ar baik dan

berwawasan:lingfuungan dari Pemerintah daerah dan/ ettau pilreik lain yang

mempunyai tanggung jari'ab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses Pengambilan keputusan, penyelen g,garaan dan

pengawasan di bidang pgngelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waki.u mengenai

penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapa.tkdn perlindungan dan kompensasi karena dampal negatrf dari

kegiatan tempat pernrosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agaf dapat melaksanakan pengelolaran sampah

secaxa baik dan berwawasan linglrungan.

Bsgfa! Kcdur
KewqJlban

Pangraf Satu
KswaJtban Psroerintah Daerah

Passl 21
Pemerintah daerah ber$ewajiban memberikan pelayanan dibirlang

persampahan diwilayah daerah.

Pa88l22
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2\ meliputi

penyediaan/pengadaan TPS, sarana dan prasarana TPST, pengangkutan

sampah dengan cara membawa sampah dari sumber sampah ke TPS atau

TPSi menuju ke TPA, pembersihan drainase/ bahu jalan termasuk penyediaan

gerobak ".-p"tt 
pada tempat-tempat tertentu di mana TPS tidak

memungkinlran untul di bangun.

I
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Paragraf llus
Kcrqttban Fongolola Kawasaa drn tldqstri/pabrtt

I

, Pasal 28
(1) Pengelola kawasan perrrukiman, kawasan komersial, kawas^n industri,

kawasan khusus, fasilitas; umum, fiasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
wqiib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(2) Kewqiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melil>r-rti menjaga
kebersihan bahu j"Ian, saluran air/drainase, taman clan jaltrr hijau yang
berada dalam kawasannya dari sampah.

PaEeI 24
(1) Setiaf industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke lokasi

TPA.
(2) Jenis sampatr sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) adalah sanrpah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tang-ga, tidak term:rsuk sampah
spesifik.

Paragraf TigF
Kewqf lban l[as5rarakat

Pasaf 25
(1) Setiap orang memelihara kebersihan dilingkungannya yang meliputi

kebereihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
Setiap orang yang qeelakukhn kegiatan menjajakan dagangan menyediakan
wajib menyediakan tempat penampungan sampah untuk menampung
sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
Setiap orang yang menyelenggarakan suatu kegiatan keranraian wajib
membersihlen lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sarnpah
yang berasal dari kegiatan kerarnaian
Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuang ke TPS.
Setiap orang dalam pengelofaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumatr tangga wajib mengurang dan menangani sampah dengan
cara yang benrrawasan lingkungan.

BAB VI
PERI'ZIITAIT

Pesal 26
(1) Setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah

wqiib 6srniliki izin dari Bupati.
(2) Proses pemberian i^n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan aspe\-aspek teknis, yuridis, sosiologis serta
memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

(3) Jenis usatra pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)

terdiri dari :

a. Penganghxtan Sampah; dan
b. Pengolahan sanpah.

(21

(3)

(4)

(sl



(4) Ketenhran lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh bin sebagaimana
rlirnaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VN
INSEITTIF DAIT DISINSEIVTIF

'Panl27

i:

I

I

t*
i

i!li

(1) Pemerintatr Daerah dap4t qemberikan insentif kepada
usaha ]rang melakukan: '

a. inovasi terbaik dalam p-efigelolaan sampah;
b. pelaponn atas pelanggaharr terhadap larangan;
c. Pcngtrrangan tintulan sa'npatr; dan/atau
d. tertib pcnanganan sampah.

(2) Pemerintah Daera.tr .dapat memberikan insentif kepada

lembaga, dan badan

perseorangan yang
melalcukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasel 28
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada. lernbaga, budein usaha,
darr perseorangan yang melakukani
a. pelanggaran terhadap larangan;dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

PaEst 29
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan .,yaL (21d.apat

benrpa:
a. pemberian penghargaan kepada lembaga atau perseorangan; dan/atau
b. pemberian subsidi kepada lembaga .

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud ,lalam l'i-Lsal 27 ayat
(1) dapat berupa:
a. pemberian penglrargaan;
b. pemberian kemudatran perizinan dalam pengelolaan sampah;
c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah datam kurun walctu

tertenhr; 
i

d. penyertaan modal daerah; danlatau
e. pemberian subsidi. , 

1

'i
PaEaf 3()

(1) Disinsentif sebagaiman" ai*"t"ud dalam Pasal 28 dapat berupa:
a. denda dan/atau
b. penghentian subsidi kepada lembaga.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dapat bempa:
a. penghentiansubsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daer;r,rr;

c. denda; dan/atau 
,

d. penarikan penyertaan modal daerah.
i;l

i;,;



Pasal 31
(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan

usatra terhadap: .

a. inovasi pengelolaan sa:npatr;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampatr;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penafiganan sampah.

(2) Dalam melakukar. penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dibentuk Tim Penilai dengarr keputusan Bupati.

Pasal 32
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam F-'asal 27 dan
Pasat 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
I(TRi'ASAUA DAN I(EUITRAAI{

Passl 33
Pemerintatr daeralr dapat pnelakukan kerja sarna antar pemerrrrtah daerah
atau pemerint4h daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan
sanpah.

Pasat 34
(l) Keda sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
(2) Linglmp kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:

a. penyediaan/pembangu+an TPA;
b. sarana dan prasarana TPA;
c. pengangkritan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengolahan sampatr menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 35
(1) Pemerintah daeralr dapat bermitra dengan badan usaha dalanr pengelolaan

sampah.
(t) Linghrp kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar:i lain:

a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
b. penyediaan/pembangr:nan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan

prasarana pendtrkungnya;
c. pengpngkutan sampgh dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan produk olalran lainnya.

Pasal 36
Pelaksanaan kerja salna antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha
dilalrukan sesuai dengan ketenttran peraturan perundang-undangan.
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BAB IX

REIRIBUSI

Passl 37
(1) Pemerintatr Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan

pengelolaan sampah.
(21 Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan sampah wajib

membayar retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi sebagaimana dimak-sr,rd ayat (1)

diahrr dalam Perahrran Daerah tersendiri.

BAB X
PF"UBIAYAAT DAII KOUPEITSASI

Bqgien Keretu
' r , PemblaYaan

Pasal 38
(1) Pemerintah Daeratr membiayai penyelenggaraan pengeloir tirn sampah

tingkat Kabupaten. 
i

(2) Pembiayaan sebagaimarla r dimaksud pada ayat (t) beir,umber da-ri
Anggaran Pendapatan dg.n Belanja Daerah, retribusi claerah rjirn sumber-
sumbr lain yang satr.

(3) Pelalcu usatra dan pengelola kawasan wajib membiayai pen.vclenggaraan
pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bngle' Kedue
Kompensasl

Pasel 39
Pemerintatr daerah memberikan kompensasi kepada orang st:l.ragai akibat
dampak negatif yang ditimbulkarr oleh penanganan sarnpan di tempat
peurrosesan akhir sampatr.
Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan- linglmngan;
c. biaya kesehatan dan pengobatarr;
d. ganti rug; dan/atau 

.

e. komlrcnsasi dalam bentuk lain yang ditetapkan oletr Bupar r .

Pesel 40
(1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 39

ayat (2) sebagai berikut:
a. pengajr:an surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
b. pemerintatr daeratr melaktrkan investigasi atas kebenaran aduan dan

danpak negatif pengelolaan sampah;
c. menetapkan benhrk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil

investigasi dan hasil \ajten.
;ti
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(2) Ketenttran lebih lanjut'tentang tata cara pemberian kompr,nsasi diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB IU
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal4l
Benhrk peran serta rnasyarakat dalam pengeloLaan sampah meliputi:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. alftif dalqr,n kegiatqn . pengurangan,

t:'.'

?1.,t::
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pengumpulan, pemilahan,
pengangkutan, dan pengglahan sampah; dan

c. pemberian sariarl, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam
upa]ta peningkatan' pengelolaan sanpatr di wilayahnya.

' Pasal 42
(1) Pemerintah daeratr meAhikan usaha-usaha untuk meningkatkan peran

nasyarakat dalqm pengelolaan sarrrpah.
(2) Peningkatan peran selta masyarakat sebagaimana dinraksud r lalam Fasal

41 hunf a dilaksanat<an dengan caria:
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.

(3) Peningkatan Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn pasal 42
ayat (2) huruf b dilahsanal€n dengan cara:
a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;

dan/atau
b. pemberian insentif.

(a) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dal.'r' pasal 41
huruf c dilaksanal€n dengan cara:
a. penyediaan media komunikasi;
b. alrtif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c- melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

, BAB XII
PEIYY-ELESAHIY SENGKBTA

Pasal4il
(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri arirs :a. sengketa antara pemeri4tah Daerah dan pengelola r;ampab; danb. sengketa a'tara pengelola sampah da' masyarakat
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat

dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui
pengadilan.

(3) Perryelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada eryat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan perahrran perundang-und anga'.

(a) IGtenhran tentang penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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BAB XItr
pF,uBIItAAIy, PEIIGAITASAIY, DAN PETGENDALTAIV

Pasal 44
(1) Bupati melalrukan pembinaan, pengawasan dan pengendalran terhadap

pelakeanaan pengelolaan sanpah di daerah.
(2) Pembinean, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dirrraksud pada

a]tat (1) dilaksanakan oleh sKPD yang membidangi lingkungan hidup.
(3) Pelaksanaan pembinaan , sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan dalam benhrk kegiatan /penyuluhan dan pemt;inaan teknis
pengolatran sampah. i ;

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sc bagaimana
dirnaksud pada ayat (21dilaksanakan dalam bentuk pemeriksarrn instadasi,
timbulan sampah dan/atau alat transportasi

(5) Pengawasan sebagaimania dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada norma,
standar, prosedur,'dan kriteria pengawasan sesuai peraturan perundang-
undangan
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi pcrencanaan,
penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan
sa-mpatr.

Ketenhran lebih lanjut tentang tata cara pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pelaksan?an ; pengelolaan sampah seb:rgaimarrir dimaksud
pada ayat (3), ayat (+) daq ayat (6) diatrrr dengan Peraruran Bupati.

BAB XTV
L/IRAITGAIY

Pas8I 45
Setiap orang/badan dilarang :

a. memasukkan sampah ke dalam wilayatr Daerah;
b. mengimpor sanpah;
c. Membuang menumpuk, menyirnpan sampah atau bangkai binatang

diialan, jalur hijau, tamart, sungai, saluran air, fasilitas umum dan tempat
lainnya yang sejenis; 

.

d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
e. Membuang sa:rrpah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor

yang lebi$ da+ I ,(sattr) meter kubik;
f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ ata u, pemsakan

linglnrngan;
membuang sampatr tidak pada tempat yang telaih diter r tukan dan
disediakani i

melakukan penanganan rsrmpah dengan pembuangan terbuka ditempat
penrosesan ai<hir; dan/atau
membakar sarnpah di dala:rr TPS dan sekitarnya, di jalan, jalur hijau,
tanan dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan
persyaratan teknis pengglolaan salrrpah yang menimbulkan polusi atau
menggangu lingkungan.

g.

I
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h.
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j. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) rii jalur hijau,
tanran dan tempat umum yang tidak disediakan fasilitas wc/tr,ilet;

BAB XlT
NEIENTUAIV PEIiTYADII(A!{

Pas8l.15
(1) Selain penyrdik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi

wewenang unhrk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran
terhadap Perahrran Daerah ini.

(21 Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .i.iaiah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana.

b. Melatrukan tindakan pertama pada saat diternpat l.ejadian dan
melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tcrsangka

d. Melalrukan penyitaan benda dan atau surat.
e. Mengarnbil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Memanggil orang untulc didengar dal diperiksa sebagai tersangka atau

sat<si. l

g. Mendatangkan orapg ahli yang diperlukan dalam ln rbungannya
dengan pemeriksaan tersangka.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petqnjsk dari
penytdik bahwa terdapat cukLlp bukti atau penstiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selapjutnya melalui penyidik
memberitahuLan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan
keluarganya

i. Mel'aktrkan tindakan lain menumt hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyarrrpaikan hasil
penyidikan kepada Penunhrt Umum, sesuai ketentualr yang ,fiatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ir)idana.

i BAB XlrI
ITETEITTUAN PIDANA

'

(1) setiap orang/badan/indus*ml" yang melakukan peianggaran
terhadap ketentuan dalam ayat (l) pasal 24 d,an pasai 45 dia r-:co.rn pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling ireinyak Rp.

5.000.000 (lima juta rupiatr).
(21 Setiap orang atau badan ydng melakulcan kegiatan pelayanari pengelolaan

sampatr tarrpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau;denda paling,banyak Rp 5O.OOO.OOO,00 (lima puluh juta
rupiatr), kecuali orang yang melakukan kegiatan pemurrgutan atau
pengambilan sampatr secara sulsrela.
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(3)

(4)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud
pelanggaran.

dalam ayat (1) dan ayat (2\ adalah

(2) merupakanDenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
penerimaan negara.

BAB XIIII
I{Ef,EI{TUAII PERALIHAN

Panl 48
(r) selambat-la'nbatnya 1 (satu) tahun setelah berlat<unya peraturan Daerah

ini, pengelolaan sampah di wilayah kota harus berpedoman pada
peraturan daerah ini.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) ,tahun setelah berlakunya peraturan Daer.ah
ini, pengelolaan sampah di daerah harus berpedoman pada peraturan
daeratr ini.

BAB X1NU
N TEITTUAI{ PENUTT'P

' Faral 49
Peraturan Daerah ini mprlai berlaku pada tanggal diundangkan.

IJ
Agar s€tiap orarig dapdt mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Feraturan Daerah ini dengan ipenempatannya daram kmbaran Daerah
Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
, pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI BUOL.

Diundangkan di Buol

DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2014 NOMOR 46

NOREG 67 PERATURAN DAEMH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (O3/2ot4)

tanggal 7 Juli 2Ot4
:ARIS DAERAH

BUOL



PEIYJTLASAIT
t ATAS

PERATIURAX DT.ERAII I{AEITPATEIY BUOL
r{ouoR 4 TAIil,lt 2014

TENTAITG
PEIVGEIOI.AAIT PERSAUPAHAIY

r. uuuu
Peraturan Daerah ini r4engatur tentang pengelolaan persampahan

diwilayah Kota Buol yang merupakan bagian integral dari pengelolaankebersihan Kota, harus tetap terpelih* 
"."*" terus menerus danberkesinambungan.

Materi pokok Cari peraturan Daerah ini diambil dari beberapaketentuan dalam wilayah Kota euot 
-y..rg 

menyangkut masalah
l"iS*!.. persampahan yang kemudian dikembangkan.
Pada hakekatnya pengelolaan F"r""-p"rratr-adalah merupakan kewajibanseluruh komponen masyarakat dan pemerintah Daerah. penanganan
persanpahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan srstempengelolaannya saja, al<an tetapi ju;a menyangkut prilaku kehidupan
masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akanfiDtaS tanpa adanya peran serta/partisipasi rnasyarakat dalarn
pengelolaannya.

Pada hakekatnya Pengelolaan Persampahal adalah merupakan
kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerali.
Penanganan Persampahan tidak harrya menyangkut masa-lah tcknis dan

sistem pengelolaannya sdja,' akan tetapi juga menyangkut perilaku

kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan

tidak akan tuntas tanpa a{anya peran serta/ partisipasi masyarakat

dalam pengelolaannya,,

oleh karena itu dalarrr Peraturan Daerah ini disamping mengatu r
kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dilingkungan

tempat tinggalnya yang meliputi bangunar da-n pekarangannya' Juga

mengatur kewajiban masy,arakat untuk memelihara kebersihan

dinanapun mereka berada.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada

selunrh lapisal masyarakat gpna meningkatkan penanaman disiplin dan

kadar kesadaran serta sikap 
'hidup/prilaku 

setiap anggota masyarakat

dalan pengelolaal persampahan, yang alhirnya diharapkan mengarah

pada sr:atu kondisi, dimana setiap anggota masyarakat dapat turut

berperan serta membina anggota masyarakat iainnya dalam memelihara

kebersihsn.
Keweiiban mas,yarakat sebagaimana tersebut diatas dipandang

sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadarart

masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap pengelolaa'rr

persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih' sehat dan

nyatnan.

II. PAAALDEUIPAAAL
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Pasal I
Cukup jel,as

hsal 2
Ayat (l)

huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3) '

Cukup jelas
Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa
Pemerintah Daerah mempurryai tanggung jawab pengelolaan sampah
dalam mewqiudkan hak rlasyarakat terhadap lingkungan hidup yang
baik dan sehat
Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adatah bahwa pengelolaa,n
sampah dilalrukan dengan menggunakan metode dan teknik yang
ramarl ungkungan sehinlga tidak menimbulkan dampak negadf
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengeloiaan
sampah perlu mernandang sampatr sebagai sumber daya yang dapat
dinanfaa,tkan r.rntuk memenuhi kebuhrhan masyarakat.
Yang rlirnaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang
proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan
secara aktif dalam pengelolaan sampah.
Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalarn
pengelolaan sampatr, Pemerintatr dan pemerintah daerah nrendorong
setiap orang dan badan hulnrm agar memiliki sikap, komitmerr,
kepedulian, dan kesadar,an r:ntuk mengurangr dan menangani sampah
yang dihasilkannya.
Yang diryrlcsud dengan asas 'kebersamaan' adalah bahwa pengelolaan
sanpah diselenggarakan 'dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan.
Yang dimatsud dengan hsas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan
sampah hanrs menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.
Yang dinalsud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaanr
sanpah hanrs menjamin dan melindungi masyarakat d.an berbagai
dampak negatif.
Yang dirnaksud dengan asas "nilai ekonomi" - adalah bahwa sampah
menrpakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat
rlirnan:faatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

t
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Cukup jelas
Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

hunrf c

Cukup jelas
humf d

Cukttp jel,as

huruf e
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

hunrf c
Culmp jelas

Ayat (2)

hunrf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)

Cutnrp jelas
Pasal 7

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

hurr.f c
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

C\rlnrp jelas
Ayat (2)

Cukrp jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal l0

Ayat (1)

hunrf a
Cukup jelas

huaf b

i 
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Cukup jelas
huruf c

Cukup jelas
huruf d

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Culmp jelas
Ayat (a)

Cuhrp jelas
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 14

Ayat (l)
Cukup jelaS

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 15

Cuhrp jelas.
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Ayat (1)

: hurtrfa
Cukup jelas

huruf
Cukup jelas :

Ayat (21

hunrf a
Culrup jelas

huruf b



Culmp jelas
Ayat (3)

hunrf a
Culmp jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
C\rkup jelas

Ayat (4)

hunrf a
Cukup jelas

hurrf b
Cukup jelas

Pasal 19
huruf a

C\rkup jelas
hrxuf b

Cukup jelas
hurtrf c

Cukup jelas
Pasal 2O

hunrf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

hunrf e
Cukup jelas

Pasal 2l
Cukup jelas

Pasal 22
Cuhrp jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cuhrp jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Pasal 24

Ayat (r)
Cuhrp jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1)



C\rkup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukrp jelaS
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cuhrp jelas
Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Culmp jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Pasal 27

Ayat (1)

hunrf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

humf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)

hunrf a
Culmp jelas

huruf b
Cukrp jelas

Pasal 28
huruf a

Cukup jelas
huruf b

Cuhrp jelas
Pasal 29

Ayat (1)

hunrf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
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hunrf a
Culmp jelas

huruf b
Cuhrp jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

hurt.f e
Cukup jelas

Pasal 3O

Ayat (1)

hunrf a
Cuktrp jelas

huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (r)

huruf a
Cukrp jelas

huruf b
Cukup jelas

hurt.f c
Cukup jelas

huraf d
Cukup jelas

hunrf e

Cukup jelas
hurtrf e

Cukup jelas
Pasal 32

Cuhrp jelas
Pasal 33

Cutmp jelas
Pasal 34

Ayat (1)

Cukrp jelas
Ayat (2)

hunrf a
' cukup jelas
huruf b

Cukup jelas
hunrf c

Cukup jelas
huruf d



Cuhrp jelas
hunrfe

Cukup jelas
Pasal 35

Ayat (l)
Cuknp jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

hr:nrf e

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jel,as
Pasal 37

Ayat (1)

Culmp jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cul,mp jelas
Pasal 38

Ayat (r)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Culmp jelas
Pasal 39

Ayat (1)

Kompensasi merupekan bentuk pertanggungjawaban pemerintahdaeratr terhadap pengelolaa' s"-p"r, dj tempat pemrosesan akhir
- sarynah yang berdampak negatif teifraaap orang.Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 40

hunrf a
Cuhrp jelas

huruf b
Cukup jelas

hunrf c
Cuhrp jelas

Pasal4l
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huruf a
Cukup jelas

hurrf b
Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas
Pasal 42

Ayat (r)
Cukup jelas

Ayat (2)

hunrf a
Cukup jelas

hurrf b
Cuhrp jelas

hurr-f c

Cukup jelas
huruf d

Cukup jelas
Ayat (3)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)

hun.f a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

hunrf c
Cukup jelas

Pasal 43
Sengketri yang timbul dari pengelolaan sarnpah mr,rupakan
perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulk.n el<,}'r adanya
atau diduga adarrya ga-ngguan dan/atau kerugian terhadap kcsehatan
masyarakat dan/atau tingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.
Yang rli'naksud dengan "Pengelola sampah
meliputi:
a. penanggung jawab usaha pengangkutan sampah;
b. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah;
c. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sanpah
: terpadu; dan
d. penanggung jawab pengelola TPA sampah.

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

C\:kup jelas

Ayat (3)
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Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Pasal 45

huruf a
Cukup jelas

huruf b
, Cukup jelas
hunrf c

Cukup jelas
huraf d

Cukup jelas
huruf e

Culmp jelas
huruf f

Cukup jelas
huruf g

Cukup jelas' hLlruf h
Cukrp jelas

huruf i
Cukup jelas

hurufj
Culnrp jelas

Pasal 46
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Culmp jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f -
Cukup jelas

huruf g
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Cuhrp jelas
hrlruf h

Cukup jelas
huruf i

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 47

Ayat (1)

Culnrp jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Pasal 48

Ayat (1) '

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
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